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Abstract. This study aims to examine the role of digital literacy as a mediating variable in the relationship between
digital readiness, perceptions of tax fairness, and the propensity for tax avoidance among Micro, Small, and
Medium Enterprises (MSMES). A quantitative approach was employed involving 100 respondents consisting of
female owners of retail food MSMEs who are registered taxpayers in Central Java. Respondents were selected
using a purposive sampling technique based on predetermined criteria relevant to the objectives of the study.
Data were collected through a structured questionnaire using a five-point Likert scale ranging from 1 to 5. The
collected data were analyzed using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method
with SmartPLS software version 4.1.1.8. The results reveal two main findings. First, digital readiness and
perceptions of tax fairness do not have a significant direct effect on tax avoidance. Second, digital readiness and
perceptions of tax fairness have a positive and significant indirect effect on tax avoidance through digital literacy.
These findings indicate that digital literacy plays an important mediating role in linking taxpayers’ technological
readiness and perceptions of fairness with their tax-related behavioral decisions. Therefore, improving digital
literacy may influence how MSME taxpayers understand, interpret, and respond to digital taxation systems and
perceived tax fairness. The findings provide implications for policymakers in strengthening digital taxation
education and improving taxpayer awareness among MSME owners.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital sebagai variabel mediasi dalam
hubungan antara kesiapan digital, persepsi keadilan pajak, dan kecenderungan penghindaran pajak pada pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
melibatkan 100 responden yang terdiri atas pemilik UMKM ritel pangan perempuan sekaligus wajib pajak di
wilayah Jawa Tengah. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur
menggunakan skala Likert lima poin dengan rentang nilai 1-5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan
metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak
SmartPLS versi 4.1.1.8. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kesiapan digital dan persepsi
keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap penghindaran pajak. Kedua, kesiapan digital
dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak melalui literasi
digital sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam
menghubungkan kesiapan teknologi serta persepsi keadilan pajak dengan keputusan perilaku perpajakan wajib
pajak. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dapat memengaruhi cara pelaku UMKM memahami,
menafsirkan, dan merespons sistem perpajakan digital serta keadilan pajak. Hasil penelitian ini memberikan
implikasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat edukasi perpajakan digital dan meningkatkan kesadaran
wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kesiapan Digital; Literasi Digital; Penghindaran Pajak; Persepsi Keadilan Pajak; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan
aktivitas bisnis sekaligus berhubungan dengan administrasi pemerintah. Bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah, perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya penggunaan
pembayaran digital, pemasaran berbasis internet, aplikasi pencatatan keuangan, hingga

pelayanan perpajakan secara elektronik (Syukri & Sunrawali, 2022). Pelaporan surat
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pemberitahuan, pembayaran pajak, pembuatan kode billing, pengelolaan faktur, serta
pencarian informasi perpajakan kini semakin bergantung pada sistem digital. Perubahan ini
pada dasarnya dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi, memperluas akses
pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Namun, kemudahan teknologi tidak selalu
menghasilkan perilaku perpajakan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Di balik proses yang
semakin digital, masih terdapat perbedaan kemampuan, kesiapan, dan cara pandang pelaku
UMKM dalam memahami serta melaksanakan kewajiban pajaknya.

Digitalisasi perpajakan sering dipandang sebagai instrumen yang dapat mengurangi
biaya kepatuhan dan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Sistem yang terintegrasi
memungkinkan data transaksi, pembayaran, dan pelaporan terekam dengan lebih baik sehingga
otoritas pajak memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pengawasan. Kajian
Belahouaoui dan Attak (2024), misalnya, menempatkan perpajakan digital, kecerdasan buatan,
dan perkembangan administrasi pajak generasi baru sebagai bagian penting dalam upaya
memperbaiki perilaku kepatuhan. Yamen et al. (2023), juga menghubungkan digitalisasi
dengan persoalan pengelakan pajak serta menunjukkan bahwa hubungan antara teknologi dan
perilaku perpajakan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi pula oleh kondisi kelembagaan.
Hal ini berarti digitalisasi memang menyediakan sarana pengawasan dan pelayanan yang lebih
kuat, tetapi pengaruh akhirnya tetap bergantung pada lingkungan dan kemampuan pihak yang
menggunakan sistem tersebut.

Pada tingkat UMKM, persoalannya menjadi lebih kompleks karena kesiapan digital
setiap pelaku usaha tidak berada pada kondisi yang sama. Sebagian UMKM telah
menggunakan aplikasi pencatatan, pembayaran nontunai, platform perdagangan elektronik,
dan layanan perpajakan digital dalam kegiatan sehari-hari. Sebagian lainnya masih
menjalankan usaha dengan pencatatan sederhana, mencampurkan keuangan pribadi dengan
keuangan usaha, atau bergantung kepada pihak lain ketika harus melakukan pelaporan pajak.
Firman (2024), memperlihatkan bahwa efektivitas sistem akuntansi manajemen dan
pengambilan keputusan UMKM berkaitan erat dengan kesiapan digital. Sementara itu, kajian
Rifgi & Nihayah (2022); Rani & Desiyanti (2024); serta Wahyono (2025), menunjukkan
semakin pentingnya penggunaan internet, pembayaran digital, dan produk keuangan digital
dalam aktivitas UMKM. Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa teknologi telah hadir
di lingkungan usaha kecil, tetapi tingkat penerimaan dan kemampuannya belum tentu merata.

Kesiapan digital dalam penelitian ini karena itu tidak cukup dimaknai sebagai
kepemilikan telepon pintar, komputer, atau akses internet. Kesiapan tersebut juga mencakup

kesediaan untuk beradaptasi, kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses usaha,

158 MONETER - VOLUME 4, NOMOR 4, OKTOBER 2026



E-ISSN .: 3025-4663; P-ISSN .: 3025-8073, Hal. 157-176

ketersediaan pencatatan yang dapat diolah secara digital, dan kepercayaan diri ketika
menggunakan layanan elektronik. Pelaku UMKM dapat saja memiliki perangkat yang
memadai, tetapi belum siap mengelola dokumen perpajakan atau memahami tahapan pelaporan
dalam sistem daring. Sebaliknya, terdapat pula pelaku usaha yang terbiasa bertransaksi secara
digital, tetapi belum menghubungkan data transaksi tersebut dengan kewajiban pencatatan dan
perpajakannya. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi secara material
belum tentu diikuti kesiapan untuk menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung
jawab.

Kesiapan digital tidak otomatis menurunkan penghindaran pajak. UMKM yang siap
digital memang lebih mampu mencatat, mengakses informasi, dan melapor tepat waktu.
Namun, akses luas juga bisa dimanfaatkan untuk menekan pajak secara sah maupun mendekati
penghindaran, tergantung pemahaman penggunanya. Penghindaran pajak UMKM berbeda
dengan perusahaan besar. Keputusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis,
tetapi juga oleh penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan.

Pelaku UMKM cenderung membandingkan beban yang mereka tanggung dengan
kemampuan usahanya, manfaat yang diterima, perlakuan terhadap kelompok wajib pajak
lainnya, serta konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan. Fajriana et al. (2025),
menempatkan persepsi keadilan bersama kepercayaan dan motivasi sebagai unsur yang relevan
dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak bukan
sekadar keputusan ekonomi berdasarkan besarnya tarif, melainkan juga keputusan psikologis
yang dipengaruhi oleh penilaian terhadap kewajaran sistem. Wajib pajak yang merasa
diperlakukan secara adil memiliki alasan yang lebih kuat untuk menerima kewajiban pajak
sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sebaliknya, persepsi bahwa beban pajak tidak
sebanding, aturan terlalu rumit, atau penegakan hukum diterapkan secara tidak setara dapat
membentuk pembenaran untuk mengurangi pajak yang dibayarkan.

Persepsi keadilan menjadi semakin penting dalam konteks UMKM karena kelompok
usaha ini menghadapi keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan pendapatan, dan tingginya
keterlibatan pemilik dalam kegiatan operasional sehari-hari. Bagi sebagian pelaku usaha, pajak
dapat dipandang sebagai pengeluaran yang secara langsung mengurangi modal kerja. Ketika
manfaat pajak tidak terlihat atau pelayanan pemerintah dianggap belum memenuhi harapan,
kewajiban pajak berpotensi dipersepsikan sebagai beban sepihak. Sanksi memang dapat
digunakan untuk membentuk perilaku sebagaimana dibahas Widianti (2025), tetapi kepatuhan
yang hanya bertumpu pada ketakutan terhadap sanksi cenderung berbeda dengan kepatuhan

yang tumbuh dari penerimaan terhadap sistem. Kajian mengenai faktor-faktor kepatuhan juga
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menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak muncul dari kombinasi berbagai unsur, bukan hanya
dari ketentuan formal atau ancaman pemeriksaan (Andriana & Rahmi, 2025).

Di antara kesiapan digital, persepsi keadilan pajak, dan keputusan penghindaran pajak
terdapat satu persoalan yang belum cukup dijelaskan, yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam
memahami dan menggunakan informasi digital. Kepemilikan perangkat dan tersedianya
layanan daring belum menjamin seseorang dapat menilai apakah informasi perpajakan yang
diperolehnya akurat, relevan, dan sesuai dengan kondisi usahanya. Literasi digital dibutuhkan
untuk menemukan sumber resmi, memahami petunjuk elektronik, menjaga keamanan data,
menggunakan aplikasi dengan benar, dan membedakan informasi perpajakan yang sah dari
saran yang menyesatkan. Dalam konteks ini, literasi digital bukan sekadar keterampilan
mengoperasikan perangkat, melainkan kemampuan mengolah informasi menjadi keputusan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pentingnya literasi digital bagi UMKM telah dibahas dari berbagai sudut. Maulana &
Suyono (2023), mengaitkannya dengan keberlanjutan bisnis UMKM berbasis syariah,
sedangkan Atmojo et al. (2024), menempatkan penguatan literasi digital sebagai bagian dari
tata kelola yang dibutuhkan pelaku UMKM. Zahwa et al. (2025), menemukan bahwa literasi
digital dan sumber daya perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM perempuan,
dengan inovasi digital memainkan peran mediasi yang penting. Hamijaya et al. (2024), juga
secara khusus membahas peran mediasi literasi digital dalam peningkatan kinerja industri
mikro dan kecil. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa literasi digital mampu menjadi
mekanisme yang menghubungkan ketersediaan sumber daya dengan hasil perilaku maupun
kinerja. Meskipun demikian, penerapannya dalam konteks keputusan penghindaran pajak
masih belum banyak dijelaskan.

Literasi digital diduga menjadi jalur yang menerjemahkan kesiapan digital ke dalam
perilaku perpajakan. Pelaku UMKM yang memiliki infrastruktur digital memadai belum tentu
menggunakannya untuk memenuhi kewajiban pajak apabila tidak mampu memahami
informasi, mengoperasikan layanan, atau mengelola data transaksi. Ketika kemampuan
tersebut berkembang, kesiapan digital dapat berubah menjadi pencatatan yang lebih tertib,
akses informasi yang lebih baik, dan keputusan pajak yang lebih tepat. Pada titik ini, literasi
digital dapat mengurangi ketergantungan kepada informasi informal dan menekan
kecenderungan menggunakan pemahaman yang keliru sebagai alasan untuk menghindari
pajak. Dengan kata lain, literasi digital menjelaskan mengapa kesiapan yang sama dapat

menghasilkan perilaku berbeda pada pelaku UMKM yang berbeda.
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Penelitian sebelumnya masih cenderung membahas variabel-variabel tersebut secara
terpisah. Kajian digitalisasi perpajakan lebih banyak diarahkan pada modernisasi administrasi,
transparansi, dan kepatuhan, seperti yang dilakukan Khaq & Setijawan (2023); Loso et al.
(2024), serta Belahouaoui & Attak (2024). Penelitian mengenai persepsi keadilan lebih sering
menempatkannya sebagai faktor langsung yang memengaruhi kepatuhan. Di sisi lain, literasi
digital UMKM umumnya dipelajari dalam hubungannya dengan inovasi, inklusi keuangan,
keberlanjutan, dan kinerja usaha. Kajian yang menghubungkan kesiapan digital dan persepsi
keadilan dengan penghindaran pajak, khususnya dengan menempatkan literasi digital sebagai
mekanisme mediasi, masih relatif terbatas. Padahal, fokus pada kepatuhan saja belum
sepenuhnya dapat menjelaskan alasan wajib pajak memilih strategi tertentu untuk mengurangi
kewajibannya.

Perbedaan antara kepatuhan dan penghindaran pajak juga perlu memperoleh perhatian.
Seorang wajib pajak dapat menyampaikan laporan dan melakukan pembayaran tepat waktu,
tetapi pada saat yang sama tetap mengambil keputusan tertentu untuk menekan jumlah pajak
yang harus dibayar. Karena itu, ukuran kepatuhan administratif belum tentu menggambarkan
kualitas perilaku perpajakan secara menyeluruh. Penelitian Khaq et al. (2025), mengenai
efektivitas rekonsiliasi fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak badan memperlihatkan
pentingnya ketepatan proses penyesuaian antara pencatatan komersial dan ketentuan fiskal.
Dalam lingkungan UMKM, kebutuhan tersebut menjadi lebih mendasar karena kemampuan
pembukuan dan pemahaman fiskal sering kali belum memadai. Berdasarkan pendapat Astini
(2025), pendidikan pajak dan pendampingan sebagaimana dibahas diperlukan, tetapi
pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan kenyataan bahwa proses perpajakan Kini
berlangsung melalui media digital.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama penelitian ini tidak semata-mata terletak
pada apakah UMKM telah menggunakan teknologi, melainkan apakah mereka siap
menggunakannya untuk menjalankan kewajiban perpajakan, mampu memahami informasi
yang tersedia, dan memandang sistem pajak sebagai sistem yang layak dipatuhi. Kesiapan
digital menyediakan sarana, persepsi keadilan membentuk penerimaan atau penolakan,
sedangkan literasi digital menentukan bagaimana sarana dan penilaian tersebut diterjemahkan
menjadi keputusan. Ketiga unsur tersebut dapat berinteraksi dalam membentuk kecenderungan

penghindaran pajak UMKM.
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2. KAJIAN TEORI
Kesiapan Digital

Kesiapan Digital (Digital Readiness), adalah tingkat kesiapan perusahaan dalam
mengadopsi Industri 4.0, yang diukur melalui penilaian terhadap strategi, proses, teknologi,
kompetensi karyawan, serta infrastruktur Tl dan keamanan data (Brozzi et al., 2021). Digital
Readiness juga dapat didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah perusahaan atau organisasi
telah mempersiapkan diri, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, budaya,
maupun strategi untuk dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif,
khususnya dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 (Soomro et al., 2020). Menurut Li et
al. (2026), mendefinisikan Digital Readiness (Kesiapan Digital) sebagai tingkat kesiapan suatu
entitas, baik organisasi maupun individu untuk menghadapi, mengadopsi, dan beradaptasi
dengan proses digitalisasi, yang mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola
bisnis maupun pekerjaan.
Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak adalah penilaian masyarakat terhadap kesesuaian antara
fasilitas dan pelayanan publik yang mereka nikmati dengan besaran pajak yang telah mereka
setorkan kepada negara (Maharani & Airawaty, 2026). Berdsarkan penelitian Zainudin et al.
(2022), Persepsi keadilan pajak dimaknai sebagai pengenaan pajak yang bersifat umum dan
merata, namun tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan ekonomi masing-masing pihak
yang dikenai kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak mencerminkan pandangan bahwa
pemerintah dalam menyelenggarakan sistem perpajakan harus bertindak secara seimbang,
imparsial, dan tidak memihak kepada golongan tertentu (Yulianti & Kurniawan, 2019).
Literasi Digital

Literasi Digital adalah kemampuan untuk membaca, mendengarkan, memahami,
menulis, dan berbicara dalam rangka mencari serta mengolah informasi, baik untuk
kepentingan pribadi maupun untuk membantu orang lain dengan tujuan menjadikan individu
lebih terampil (Febriani et al., 2025). Berdasarkan pendapat Glister dalam Kumanireng dan
Utomo (Kumanireng & Utomo, 2023), Literasi digital merupakan kemampuan untuk
memahami dan menggunakan informasi yang tersaji dalam beragam format dan berasal dari
berbagai sumber digital yang ditampilkan melalui komputer. Literasi digital juga dapat
dijelaskan terkait kecakapan individu untuk secara aktif mengakses, memahami, mengevaluasi,
dan memanfaatkan informasi digital, yang dalam konteks perpajakan menjadi kunci utama
keberhasilan adaptasi terhadap sistem elektronik dan peningkatan kepatuhan wajib pajak
(Carvalho et al., 2026).
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Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dalam
menjalankan usahanya guna menekan beban kewajiban perpajakan (Prasetyawati & Fuadah,
2025). Penghindaran pajak (tax avoidance), juga didefinisikan sebagai tindakan wajib pajak
dalam memanfaatkan celah hukum untuk mengatur struktur operasionalnya guna menekan
beban pajak yang harus ditanggung serta upaya ini dilakukan secara sah dan tidak melanggar
peraturan perundang-undangan, karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang
mengurangi laba bersih (Khairunnisa et al., 2023).

Model Konseptual

Kesiapan Digital
X1

Tax Avoidance

)

Literasi Digital
)

Persepsi Keadilan
Pajak (X2)

Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Hipotesis

Sejalan dengan paparan kerangka penelitian diatas, rumusan hipotesis penelitian adalah
sebagai berikut:
H1: Kesiapan Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance
H2: Kesiapan Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Literasi Digital
H3: Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance
H4: Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Literasi Digital
H5: Literasi Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance
H6: Literasi Digital memediasi pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax Avoidance

H7: Literasi Digital memediasi pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Jawa
Tengah, dengan subjek penelitian berupa para perempuan pemilik UMKM ritel pangan yang
berstatus sebagai wajib pajak di Jawa Tengah. Prosedur penarikan sampel penelitian diterapkan

dengan pendekatan non-random sampling, secara spesifik memakai teknik purposive
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sampling, yang berhasil menghimpun sebanyak 100 responden. Fokus kajian ditujukan pada
empat variabel utama, antara lain: Kesiapan Digital, Persepsi Keadilan Pajak, Penghindaran
Pajak UMKM, dan Literasi Digital. Instrumentasi pengumpulan data dilakukan melalui media
angket dengan butir-butir pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Dalam
melakukan pengujian hubungan antarvariabel, pendekatan statistik yang digunakan adalah
SEM-PLS, dengan alat bantu komputasi berupa software SmartPLS versi 4.1.1.8.

Tabel 1. Definisi Operasional variable.

Variabel Definisi Variabel Indikator Penelitian
Kesiapan Digital ~ Tingkat kesiapan perusahaan dalam 1. Strategy
(X1) mengadopsi Industri 4.0, yang diukur 2. Technologicalrequirements
melalui penilaian terhadap strategi, 3. Awareness
proses, teknologi, kompetensi 4. Competences
karyawan, serta infrastruktur Tl dan (Brozzi et al., 2021)

keamanan data.

(Brozzi et al., 2021)

Penilaian masyarakat terhadap
kesesuaian antara  fasilitas dan
pelayanan publik yang mereka nikmati
dengan besaran pajak yang telah
mereka setorkan kepada negara
(Maharani & Airawaty, 2026).

General Fairness
Exchange Fairness
Horizontal Fairness
Vertical Fairness
Retributive Fairness

Persepsi Keadilan 1
2
3
4
5.
6. Personal Fairness
7
(
1
2
5
6

Pajak (X2)

. Administrative Fairness
Hauptman et al., 2024)

. Culture

Cognitif

Confident

Creativity

Critical

Literasi Digital Kemampuan untuk membaca,
(M) mendengarkan, memahami, menulis, 2.
dan berbicara dalam rangka mencari 3.
serta mengolah informasi, baik untuk 4
kepentingan pribadi maupun untuk
membantu orang lain dengan tujuan
menjadikan individu lebih terampil.
(Febriani et al., 2025).

. Civic
(Rahayu & Suaidah, 2025)

Tax Avoidance (Y) Upaya wajib pajak memanfaatkan 1. Learn about tax regulations
celah hukum dalam menjalankan 2. Claim renovation expenses
usahanya guna menekan beban 3. Take a tax course
kewajiban perpajakan. 4. Purchase unnecessary assets
(Prasetyawati & Fuadah, 2025). 5 Claim employee training expenses

(Kirchler & Wahl, 2010)
Sumber: Data yang diolah, 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
OUTER MODEL
Convergent Validity

Untuk menguji validitas konvergen, peneliti menelaah seberapa kuat keterkaitan antara
masing-masing indikator dengan konstruk yang hendak diukurnya. Menurut Ghozali & Latan
(2015), nilai outer loading pada rentang 0,5 hingga 0,6 sebenarnya masih dapat ditoleransi,
namun nilai di atas 0,7 barulah yang dianggap mencerminkan kontribusi indikator yang

signifikan terhadap konstruknya. Mengacu pada hasil evaluasi model pengukuran yang tersaji
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dalam Tabel 1, seluruh indikator pernyataan dari setiap variabel dalam kuesioner
memperlihatkan nilai outer loading yang melampaui ambang batas minimum 0,70. Dengan
demikian, tidak ditemukan satu pun indikator yang perlu dikeluarkan atau dieliminasi dari
model penelitian, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan layak dipertahankan untuk

analisis selanjutnya.

Outer loadings - Matrix

Kesiapan Digital Literasi Digital Persepsi Keadilan Pajak Tax Avoidance
KD_1 0.835
KD_2 0.882
KD_3 0.88
KD 4 0.848
LD 1
LD 2
LD 3
LD 4
LD 5

LD 6 0.878

PKP_1 0.859
PKP_2 0.807
PKP_3 0
PKP_ 4 (
PKP_5 0.830
PKP_6 0.842
PKP_7
TA 1
TA 2 C
TA3 0
TA 4

TAS 0.772

Gambar 2. Nilai Outer Loadings.

Discriminant Validity

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk itu unik dan
secara empiris dapat dibedakan dari konstruk lainnya (Sarstedt et al., 2021). Berdasarkan hasil
pengujian validitas konvergen yang terlihat pada Tabel 2, seluruh konstruk memiliki nilai AVE
yang melampaui ambang batas 0.50 (Kesiapan Digital: 0.743, Persepsi Keadilan Pajak: 0.687,
Literasi Digital: 0.733, dan Tax Avoidance: 0.698). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap
konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians dari indikator-indikator
pembentuknya (Sarstedt et al., 2021).
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Tabel 2. Uji Validitas Diskriminan.

Construct reliability and validity - Overview
Average variance extracted (AVE)

Kesiapan Digital 0.743
Persepsi Keadilan Pajak 0.687
Literasi Digital 0.733
Tax Avoidance 0.698

Composite Reliability

Validitas konstruk dinilai melalui konsistensi indikator dalam mengukur variabel
latennya, di mana konstruk dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha diatas 0,70 (Sirtcu,
2020). Tingkat keandalan instrumen diukur menggunakan dua parameter, yakni Cronbach's
Alpha dan Composite Reliability, yang keduanya harus melampaui 0,70 (Hair et al., 2019).
Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel menunjukkan nilai kedua parameter tersebut yang telah
memenuhi Kriteria, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk analisis
selanjutnya

Tabel 3. Uji Reliabilitas Komposit.

Construct reliability and validity - Overview

Cronbach Composite reliability Composite reliability
Alpha (rho_a) (rho_a)
Kesiapan Digital 0.885 0.894 0.920
Persepsi Keadilan Pajak 0.924 0.929 0.939
Literasi Digital 0.927 0.927 0.943
Tax Avoidance 0.899 0.995 0.920

INNER MODEL
Uji Koefisien Determinasi

R-square atau koefisien determinasi digunakan untuk menilai proporsi varians dari
variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Mengacu pada kriteria Ghozali
dan Latan (2015), nilai R-square dibedakan menjadi tiga tingkatan: kuat (> 0,75), moderat
(sekitar 0,50), dan lemah (< 0,25). Dari hasil analisis pada Tabel 4, diketahui bahwa Literasi
Digital memiliki R-square sebesar 0,741 yang masuk dalam kategori moderat. Sedangkan
variabel Tax Avoidance mempunyai nilai R-square sebesar 0.102 tergolong kategori lemah.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi.

R-square - Overview

R-square R-square adjusted
Literasi Digital 0.741 0.737
Tax Avoidance 0.102 0.079

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa T-value juga mencerminkan signifikansi
koefisien pada tingkat signifikansi yang rendah. Signifikansi koefisien dikaitkan dengan P-
value yang lebih rendah daripada ambang batas yang diterima secara konvensional atau di
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bawah 0,005. Hasil analisis uji bootstrapping untuk pengujian hipotesis disajikan pada Tabel
5 di bawah ini:

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Penelitian.

Construct Sg;ﬁg‘?é) I\/IS:a?FE:\e/I) Sé?/?:t?g; T-statistic P- value Result
KD— TA -0.394 -0.392 0.161 2.452 0.014 ditolak
KD — LD 0.594 0.594 0.057 10.454 0.000 diterima
PKP —» TA -0.386 -0.388 0.160 2.417 0.016 ditolak
PKP — LD 0.635 0.633 0.059 10.713 0.000 diterima
LD - TA 0.626 0.631 0.183 3.413 0.001 diterima
KD —- LD 0.372 0.374 0.114 3.273 0.001 diterima
— TA
PKP —» LD 0.397 0.400 0.126 3.144 0.002 diterima
— TA

Dari serangkaian pengujian hipotesis yang dilakukan, mayoritas dinyatakan didukung
oleh data. Hipotesis pertama, yang memprediksi pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax
Avoidance, ditolak dengan bukti koefisien jalur -0.394. Hipotesis kedua, yaitu Kesiapan Digital
terhadap Literasi Digital juga terkonfirmasi dengan P-value 0,000 dan koefisien 0,594.
Hipotesis ketiga yang mengaitkan Persepsi Keadilan Pajak dan Tax Avoidance tidak terbukti
dan hipotesis ditolak dengan bukti koefisien jalur -0.386. Hipotesis keempat, hubungan
Persepsi Keadilan Pajak dan Literasi Digital, menunjukkan hasil paling kuat dengan P-value
0,000 dan koefisien 0,635. Hipotesis kelima, yaitu Literasi Dlgital terhadap Tax Avoidance
juga mendapatkan dukungan empiris (P-value 0,001, koefisien 0,626). Selanjutnya, hipotesis
keenam yang menguji efek mediasi Literasi Digital mendapatkan dukungan dengan P-value
0,001 yang masih dibawah ambang batas 0,05 serta koefisien 0,362. Sebaliknya, hipotesis
ketujuh, yaitu mediasi Literasi Digital berhasil terdukung dengan P-value 0,002 dan koefisien
0,397.

Uji Model Fit

Goodness of Fit (GoF) adalah prosedur evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh
mana tingkat kesesuaian dan keakuratan model dalam kerangka SEM-PLS. Pengujian
kecocokan model ini dilakukan dengan menelaah sejumlah indikator kelayakan, di antaranya
nilai SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) sebesar 0,069 yang tergolong baik
karena berada di bawah ambang batas 0,08 (Ghozali & Latan, 2015) dan kurag dari 0,10
(Ghozali, 2021). Selain itu, nilai NFI (Normed Fit Index) tercatat sebesar 0.836, yang juga
tergolong baik karena berada dalam rentang angka 0 hingga 1 (Diwanti & Susilawati, 2024).
Sementara itu, nilai Chi-Square sebesar 344.924 dengan rasio terhadap derajat kebebasan
kurang dari 3 mengindikasikan bahwa model secara signifikan mampu merepresentasikan data
empiris yang dikumpulkan. Secara keseluruhan, hasil uji model fit yang tersaji dalam Tabel 7
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menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat baik dan telah memenuhi kriteria kelayakan yang
direkomendasikan oleh Hair et al. (2019), sehingga model penelitian dinyatakan layak untuk
diinterpretasikan lebih lanjut.

Tabel 6. Uji Model Fit.

Model fit
Saturated model Estimated model
SRMR 0.069 0.069
Chi-square 344,924 344,924
NFI 0.836 0.836

Ukuran Efek

Effect size adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh suatu
variabel terhadap variabel lainnya, dengan cara membandingkan perbedaan efek antara
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen (Astiti et al., 2019). Nilai F-square
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35)
(Sarstedt et al., 2021). Mengacu pada Tabel 8, Kesiapan Digital memberikan pengaruh yang
tergolong besar terhadap Literasi Digital (f2 = 1.366), sementara Persepsi Keadilan Pajak juga
menunjukkan pengaruh besar (f2 = 1,558). Di sisi lain, Kesiapan Digital terbukti memiliki
pengaruh kecil terhadap Tax Avoidance (f2 = 0.073), Literasi Digital (f2 = 0.113), dan Persepsi
Keadilan Pajak (f2 = 0.065).

Tabel 7. Ukuran Efek.

f-square - Matrix

Literasi Digital Tax Avoidance
Kesiapan Digital 1.366 0.073
Literasi Digital 0.113
Persepsi Keadilan Pajak 1.558 0.065

Pembahasan
Pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menemukan bahwa Kesiapan Digital berpengaruh negatif terhadap Tax
Avoidance. Artinya, semakin tinggi tingkat kesiapan digital wajib pajak, semakin rendah
kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Huang dan Wang (2026), yang membuktikan bahwa kematangan digital perusahaan
berkorelasi negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan efek inhibisi ini bekerja
melalui tiga jalur: peningkatan transparansi informasi, penguatan kontrol internal, serta
pengurangan kendala pembiayaan. Studi tersebut juga memperkenalkan hipotesis “digital
compliance dividend,” yang menegaskan bahwa infrastruktur digital mampu menciptakan
sinergi antara teknologi dan tata kelola kepatuhan. Konsistensi ini diperkuat oleh Beuselinck
et al. (2024), yang meneliti lebih dari 82.000 data perusahaan di 56 negara. Penelitian tersebut

menemukan bahwa kemajuan e-government, yang didefinisikan sebagai kesiapan dan kapasitas
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institusi nasional dalam memanfaatkan teknologi informasi ternyataberkorelasi negatif
terhadap praktik penghindaran pajak korporasi . Mekanisme utamanya meliputi anggaran
penegakan pajak serta fitur teknologi spesifik seperti Al-machine learning dan robotic process
automation.
Pengaruh Kesiapan Digital terhadap terhadap Literasi Digital

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi kesiapan digital memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap literasi digital (P-value 0,000 < 0,05). Artinya, semakin tinggi
persepsi seseorang terhadap kesiapan digitalnya, semakin baik pula tingkat literasi digital yang
dimilikinya.Temuan ini sejalan dengan studi Park et al. (2024), yang membuktikan bahwa
literasi digital berperan sebagai inkubator yang menumbuhkan kesiapan individu dalam
menghadapi ekosistem digital, di mana akses dan kesiapan digital bekerja secara berurutan
untuk memengaruhi hasil akhir yang lebih luas. Studi tersebut juga menegaskan bahwa
hubungan antara akses digital dan kesiapan tidak bersifat langsung, melainkan melalui literasi
digital sebagai mekanisme perantara yang krusial. Dengan demikian, persepsi kesiapan digital
terbukti menjadi determinan penting yang secara positif mendorong peningkatan literasi
digital, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan individu dalam menavigasi dan
memanfaatkan teknologi secara efektif.
Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini juga menemukan bahwa Persepsi Keadilan Pajak memiliki pengaruh
positif terhadap Tax Avoidance (P-value 0,000 < 0,05). Artinya, semakin tinggi tingkat
keadilan pajak yang dipersepsikan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk
melakukan penghindaran pajak. Temuan ini kontra dengan mayoritas literatur yang umumnya
menunjukkan arah negatif. Sebagian besar studi menemukan bahwa persepsi keadilan pajak
justru menekan perilaku penghindaran pajak . Namun, terdapat beberapa hasil riset yang
sejalan dengan temuan positif ini. Penelitian Muliani dan Luhgiatno (2021), menemukan
bahwa tax fairness berpengaruh positif terhadap tax evasion pada 92 UKM di Kota Semarang.
Studi ini mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, persepsi keadilan justru dapat
mendorong perilaku penghindaran karena wajib pajak merasa berhak mendapatkan perlakuan
yang “adil” sesuai persepsi mereka sendiri. Selain itu, Finsiani dan Aji (2018), dalam
penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif
Pajak terhadap Perilaku Tax Avoidance di Yogyakarta” menemukan bahwa persepsi keadilan
pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa

efektivitas keadilan pajak dalam menekan penghindaran tidak bersifat universal.
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Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Literasi Digital

Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Literasi Digital (P-value 0,000 < 0,05). Artinya, semakin tinggi persepsi
wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin baik pula tingkat literasi digital yang
mereka miliki. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Nisa et al. (2026), yang meneliti wajib
pajak orang pribadi di Universitas Islam Malang. Studi tersebut menemukan bahwa persepsi
keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap literasi digital, dengan nilai original sample
sebesar 0,333 dan P-value 0,000 . Penelitian tersebut juga membuktikan bahwa literasi digital
mampu memediasi hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak,
sehingga literasi digital memiliki peran strategis dalam ekosistem perpajakan digital.
Pengaruh Literasi Digital terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Tax Avoidance (P-value 0,001 < 0,05). Artinya, semakin tinggi tingkat literasi digital
wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan penghindaran pajak.
Namun, temuan ini kontra dengan penelitian Muttiwijaya et al. (2025), menemukan bahwa
tingkat literasi keuangan pada 100 UMKM di Bali yang lebih tinggi dan persepsi positif
terhadap sistem CoreTax secara signifikan meningkatkan penggunaan sistem tersebut, yang
pada gilirannya mengurangi praktik penghindaran pajak, dengan daya penjelas sebesar 47%
terhadap varians tax avoidance. Studi ini menegaskan bahwa literasi, baik finansial maupun
digital, berfungsi sebagai katalis kepatuhan, bukan pemicu penghindaran. Hasil ini
menunjukkan bahwa kemampuan analitis digital tidak secara otomatis mendorong wajib pajak
untuk menghindari kewajiban perpajakannya, sehingga peran literasi digital dalam konteks
penghindaran pajak tidak bersifat universal.
Pengaruh Kesiapan Digital terhadap Tax Avoidance yang Dimediasi Literasi Digital

Penelitian ini juga menemukan bahwa Literasi Digital memediasi pengaruh Kesiapan
Digital terhadap Tax Avoidance (P-value 0,001 < 0,05). Artinya, kesiapan digital tidak secara
langsung menekan penghindaran pajak, melainkan melalui pembentukan literasi digital
terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan Fadhilatunisa et al. (2025), yang membuktikan
bahwa literasi digital memediasi secara signifikan hubungan antara otomatisasi berbasis Al dan
kondisi pendukung terhadap adopsi digitalisasi perpajakan. Literasi digital bahkan
menunjukkan pengaruh langsung terkuat terhadap adopsi sistem pajak digital, sehingga bukan
sekadar faktor pelengkap, melainkan determinan fundamental keberhasilan transformasi digital
perpajakan. Konsistensi ini diperkuat oleh riset Shah (2025), pada 120 UKM di Uni Eropa,

yang menunjukkan bahwa digital awareness, yang berkorelasi erat dengan literasi digital,
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secara signifikan memediasi pengaruh adopsi Al terhadap pengurangan tax evasionn (koefisien
mediasi -0,29; P-value 0,002). Studi ini menegaskan bahwa dampak teknologi terhadap
kepatuhan pajak tidak bersifat langsung, melainkan melalui peningkatan kapabilitas digital
terlebih dahulu. Dengan demikian, literasi digital terbukti menjadi mekanisme kunci yang
menjelaskan bagaimana kesiapan digital ditransformasikan menjadi perilaku kepatuhan pajak
yang lebih baik.
Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance yang Dimediasi Literasi Digital
Penelitian ini juga menemukan bahwa Literasi Digital memediasi pengaruh Persepsi
Keadilan Pajak terhadap Tax Avoidance (P-value 0,001 < 0,05). Artinya, persepsi wajib pajak
tentang keadilan sistem perpajakan tidak secara langsung menekan penghindaran pajak,
melainkan melalui pembentukan literasi digital terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Nisa et al. (2026), yang meneliti wajib pajak orang pribadi di Universitas Islam
Malang. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif
terhadap literasi digital, dan literasi digital terbukti mampu memediasi hubungan antara
persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak . Studi ini menegaskan bahwa literasi digital
memainkan peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digitalisasi
perpajakan. Hasil riset yang kontra terdapat pada penelitian Anggraeni et al. (2023),
menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan
literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini
mengindikasikan bahwa literasi, baik literasi pajak maupun literasi digital, memiliki peran yang
lebih dominan dibandingkan persepsi keadilan dalam memengaruhi perilaku penghindaran

pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan digital dan persepsi keadilan pajak tidak
serta-merta mendorong UMKM untuk menghindari pajak. Pengaruh keduanya baru muncul
ketika literasi digital hadir sebagai variabel pemediasi. Dengan kata lain, pelaku UMKM yang
melek digital cenderung lebih memahami celah dan cara teknis untuk meminimalkan beban
pajak, terutama ketika mereka merasa sistem perpajakan kurang adil atau belum siap secara
digital. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis,
melainkan faktor yang dapat mengubah niat menjadi tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa peningkatan literasi digital di kalangan
UMKM perlu dibarengi dengan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Program digitalisasi

perpajakan sebaiknya tidak hanya berfokus pada kemudahan pelaporan, tetapi juga pada
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penanaman nilai keadilan dan kesadaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana
hanya melibatkan 100 responden dari kalangan UMKM ritel pangan di Jawa Tengah, sehingga
hasilnya belum tentu mencerminkan perilaku wajib pajak di sektor lain atau wilayah lain.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mpenambahan variabel seperti kepercayaan pada
otoritas pajak atau kualitas pelayanan publik juga penting untuk melihat gambaran yang lebih
utuh.
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